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ABSTRAK : Pelanggaran kode etik atau bentuk-bentuk pelanggaran yang 
biasa dilakukananggota polri yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah 
sementara seorang polrimeninggalkan pekerjaan tanpa alasan bagaimana 
dia mau melindungimasyarakatnya, merugikan dinas polri disini maksudnya 
berkata kasar padamasyarakat yang membutuhkan mereka, anggota polri 
melakukan tindak pidanamelakukan perbuatan terhina  kepada perempuan 
atau money laundry, melanggarsumpah janji polri yang harus senantiasa 
taat pada pancasila dan menaati perundang-undangan. 
 
Kata Kunci : Penegakan, Kode Etik, Kepolisian, Pelanggaran, 
Anggota 
 
PENDAHULUHAN 
Profesi Polri adalah profesi yang mulia sebagaimana profesi- 
profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan  pengayoman 
kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh 
masayarakat2.Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pemolisian 
profesi,  karena  polisi  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  memiliki status 
sosial yang tinggi dan bergengsi.Di samping itu juga merupakan suatu 
pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal 
yang dapat dipertangungjawabkan.Profesi Polri memiliki standar 
                                                             
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
2 Ronny R Nitibaskara, Polisi dan Korupsi,Pustaka kartini, Jakarta, 2006, 
h. 359 
 
Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Azies Bauw 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2015 2 
 
persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang 
mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis.Kepolisian juga 
merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan 
memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasib nya sendiri3. 
Masyarakat selalu membutuhkan Polisi yang ramah dan lemah 
lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. Sebaiknya 
jika polisi tidak bertindak cepat untuk menolong korban dan mengabaikan 
perlindungan hukum maka masyarakat akan menjauhi Polisi bahkan 
cenderung membenci Polisi. Kecenderungan sebagian oknum Polisi yang 
melakukan penyimpangan sesungguhnya bukan monopoli kepolisian di 
Indonesia, mengingat penyimpangan yang dilakukan Polisi dinegara- 
negara maju pun masih dijumpai. Di inggris dimana kerahma tamahan 
Polisinya telah menjadi legenda, tetap saja banyak Polisi yang masih 
mempergunakan asas: “the end justified the means” (tujuan menghalalkan 
segala cara). Demikian pula di Kanada, pemerintah Kanada sampai dua kali 
membentuk komisi untuk memeriksa Royal Canadian Mounted Police 
(RCMP), yaitu pertama komisi Mac Donald (1981) dan kedua, Komisi 
Keable (1987). Kesaksian-kesaksian yang diberikan dihadapan kedua 
komisi tersebut semakin memperkuat bukti-bukti bahwa Kepolisian Kanada 
(RCMP) telah melakukan a wide range and illegal activities (serangkaian 
kejahatan dan perbuatan melanggar hukum secara luas). 
                                                             
3 Bibit Samad Irianto,Pemikiran Menuju Polri Yang Professional, 
Mandiri,Berwibawa dan Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta,2006, h.174 
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Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada Polisi untuk 
bertindak sehingga Polisi memiliki wewenang untuk mengekang 
masyarakat apabila ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana. Menurut 
UU Kepolisian nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa 
Polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan 
menurut penilainnya sendiri atau biasa dikenal sebagai kekuasaan diskresi 
fungsional yang menepatkan pribadi-pribadi Polisi sebagai faktor sentral 
dalam penegakan hukum, secara lebih rinci pasal 18 UU NO 2 Tahun 2002 
menyatakan : 
1. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat  bertindak 
menurut penilaiannya sendiri. 
2. Pelaksanaan ketentuan Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang 
sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangan-
undangan, serta kode etik Polri. 
Berdasarkan ketentuan diatas, sangat jelas bahwa peran Polri 
dalam mewujudkan hukum agar menjadi hidup sangat nyata dengan 
adanya kekuasaan diskresi-fungsional. Secara sosiologis yang terjadi 
adalah “it does not matter the law a says, what matter is what guy (police) 
interprets the law to say”. Dengan demikian bagi setiap anggota Polri, 
integritas moral sangat dibutuhkan agar tidak ternoda akibat terpengaruh 
oleh godaan untuk kepentingan pribadi.Penyimpangan yang dilakukan oleh 
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oknum polisi dengan mengunakan selimut hukum berdasarkan kekuasaan 
diskresi-fungsional membutuhkan adanya pengawasan, pengamanan dan 
penindakan atas profesi agar tidak terjadi penyimpangan, dan 
penyimpangan harus ditindak secara tegas. 
Berdasarkan ketentuan diatas maka sebagai penegak hukum 
setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki 
kemampuan profesi (pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2002).Selanjutnya 
pembinaan  profesi   Polri   diselengarakan   melalui   peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman dibidang teknis 
kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara 
berlanjut.berkaitan dengan pembinaan profesi Polri, lebih lanjut pasal 34 
UU No.2 Tahun 2002 menjelaskan : 
1) Sikap dan perilaku pejabat polri terikat pada kode etik profesi Polri 
2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi 
kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dilingkunganya 
3) Ketentuan mengenai kode etik profesi lebih lanjut diatur dengan 
keputusan Kapolri. 
Apabila terjadi pelangaran atas kode etik profesi Polri maka 
dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
kapolri berdasarkan pasal 35 UU Polri yang menyebutkan “pelanggaran 
atas kode etik profesi oleh pejabat Polri diperiksa oleh komisi kode etik 
Polri”.Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Polisi merupakan sebuah 
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profesi yang diikat atau tunduk pada kode etik profesi yang diterbitkan oleh 
institusi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut membawa 
konsekuensi akan diadili oleh sebuah komisi kode etik profesi. Dengan 
demikian sebagai sebuah profesi maka setiap pejabat Polri wajib memiliki 
profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 
Kode etik profesi Polri untuk pertama kali ditetapkan oleh kapolri 
dengan Surat Keputusan Kapolri No.Skep/213/VII/1985, yang kemudian 
diubah dengan keputusan kaplori No.Pol:Kep/05/III/2001, tanggal 7 maret 
2001, yang berisi buku petunjuk administrasi bagi komisi kode etik profesi 
polri4.Terakhir diatur dengan peraturan kapolri No.7 Tahun 2006.Setiap 
pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dikenakan sanksi moral  yang 
diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada 
terperiksa. Sanksi moral tersebut dapat berupa pernyataan putusan yang 
menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan 
terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi5 
Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat 
dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan 
tercapainya profesionalisme Polri.Sangat tidak mungkin penegakan hukum 
dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri  (Polri) tidak 
disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplinan dan ketidak profesionalan 
                                                             
4 Keputusan Kaplori Nomor V Tahun 2001 Tentang Petunjuk Administrasi 
Bagi Komisi Kode Etik Profesi Polri. 
5 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Cet I, Laskbang Mediatama, Surabaya, 
2007, h.205 
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Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau 
pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai 
negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri 
tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan 
institusi Kepolisian Negara Republik  Indonesia. Terkait dengan masalah 
pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1. Pemberhentian dengan hormat apabila : 
a. Mencapai batas usia pensiun 
b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas 
c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani; 
d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. 
2. Pemberhentian tidak dengan hormat 
a. Melakukan Tindak Pidana : 
1) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan 
pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap 
berada dalam dinas  Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
2) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak 
benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
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3) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan 
mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan 
kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik 
Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan 
Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui 
sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini 
dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 
(tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan 
perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; 
atau melakukan bunuh diri dengan maksud  menghindari penyidikan 
dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak 
pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus 
partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang 
Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, penulis tertarik untuk 
mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan “penegakan kode etik 
kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian, 
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berupa bentuk pelanggaran kode  etik  yang dilakukan anggota kepolisian, 
serta upaya polisi daerah Papua dalam menegakan kode etik kepolisian. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Kode Etik Kepolisian 
Kode etik profesi adalah suatu norma yang mengatur bagaimana 
seharusnya atau seyogianya pemegang profesi menjalankan dan 
bertangungjawab atas profesinya, agar tetap berada dalam penilaian baik 
sesuai penilaian obyektif dan umum. Dengan demikian etika profesi 
mengikat bagi pemegang profesi, menjalankan profesi adalah bentuk 
melahiriahkan sesuatu (konsep dasar profesi) yang sebenarnya ada dan 
dimiliki secara batiniah oleh pemegang profesi, maka ketika profesi 
dilahiriahkan atau diwujudkan agar tetap dalam nilai-nilai baik, maka etika 
profesi   sebagai   norma   untuk   membimbing  dan   mendukung batiniah 
pemegang profesi dapat dilahiriahkan atau diwujudkan dengan perilaku 
yang baik6. 
Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian 
aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, 
apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami 
pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang 
menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam 
                                                             
6 Sadjijono.Etika Profesi Hukum, Laksbang Mediatama, Cet 1, Surabaya, 
2008, hal.10 
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melaksanakan pengabdiannya maka, akan membuat mereka teguh dalam 
pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam 
setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang 
mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya.Itulah  dasar  dari  moralitas  
Etika  Kepolisian yang bersifat hakiki7. 
Etika Kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan 
membantu polisi dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara 
tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam 
mengemban tugas mereka.Apakah harus menerima uang imbalan atas 
hasil karyanya atau harus menolaknya, secara tegas yang sudah disebut 
dalam sumpah jabatan. Sikap professional dan keteladanan akan segera 
terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya8. 
 
Fungsi Kode Etik Polri 
Fungsi kode etik Polri adalah sebagai pembimbing prilaku 
anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai 
pengawas  hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan 
tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan 
penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya. 
Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai tribrata 
yang dilandasi  dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap 
                                                             
7 Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil, Buku Kompas, Jakarta, 2007, 
h.65 
8 Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 2000, h.150. 
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anggota  Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, 
etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan 
masyarakat, Pada peraturan sebelumnya etika profesi polri hanya meliputi 
etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan9. 
 
Devisi Profesi dan Pengamanan Polri 
Berhubungan dengan pelaksanaan tugas Polri, maka setiap 
insan bhayangkara harus menunjung tinggi etika profesi Polri yang 
merupakan kristalisasi nilai-nilai tribata yang dilandasi dan dijiwai oleh 
pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada 
pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam 
kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas 
kepolisian baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kode etik profesi  kepolisian 
meningkat secara moral, sikap dan prilaku setiap anggota Polri. 
Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian harus di pertanggung 
jawabkan di hadapan sidang komisi kode etik Polri guna pemuliaan profesi 
Polri.  
                                                             
9 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Laskbang Mediatama, Surabaya, 2007, 
h.149. 
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Divisi profesi dan pengamanan Polri dibentuk  sejak Polri 
dikeluarkan dari status Abri untuk dikembalikan sebagai Polisi sipil. 
Organisasi propam dibentuk dalam bentuk divisi yang dipimpin oleh 
seorang kepala devisi yang dikenal dengan sebutan Kepala Divisi (Kadiv) 
yang berpangkat bintang dua dengan sebutan Inspektur Jendral Polisi  
(Irjen Pol). Propam mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelindung dan 
pengayom masyarakat serta bertanggung jawab terhadap penegakan 
disiplin dan ketrtiban dilingkungan Polri dan senantiasa bersemangat serta 
berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan hukum tanpa dapat 
dipengaruhi oleh pihak manapun10. 
Setiap anggota propam senantiasa menjunjung tinggi pedoman 
hidup Polri yaitu tribata dan catur prasetya dan dalam pelaksanakan tugas 
harus memiliki ketajaman dalam mencari dan menemukan fakta hukum 
untuk mengungkap kebenaran yang nyata namun disisi lain harus 
memberikan rasa keadilan yang senantiasa menjadi pedoman bagi anggota 
Polri dalam menjaga objektifitas dalam menangani setiap pelanggaran yang 
dilakukan oleh anggota Polri. Setiap anggota propam juga harus mampu 
mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam menegakkan hukum demi 
mewujudkan Polri yang professional dan selalu dicintai oleh masyarakat 
dengan melandaskan hukum sebagai dasar dari pelaksanaan tugas dan 
dalam bertindak harus berdasarkan norma-norma yang ada, baik norma 
                                                             
10 Bagus Ekodanto, Pemaknaan Tribata, Ratra Samara, Jayapura, 2009, 
h.10 
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hukum, agama maupun norma-norma lain yang berkembang di 
masyarakat. Propam Polri mempunyai semboyan yang berbunyi 
“profesional, disiplin, akurat dan beretika”.  
Tugas divisi propam secara umum adalah membina dan 
menyelenggarakan fungsi  pertanggungjawaban profesi dan pengamanan 
internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan 
pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan 
anggota maupun Pns Polri yang dalam struktur organisasi dan tatacara 
kerjanya propam terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi 
disebut Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost. Fungsi 
pertanggungjawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada Pus Paminal 
dan dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri 
dipertanggung jawabkan kepada Pus Provost. 
 
Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Anggota Polisi 
Meninggalkan Tugas Secara Tidak Sah Selama Dari (tiga puluh) Hari 
Berturut-turut. 
 
Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi 
moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri 
secara tertulis kepada terperiksa ( Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1  
Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa 
pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau  pernyataan 
putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode 
Etik Profesi Polri.Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 
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ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat 
mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar 
sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai 
pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang 
Komisi. 
 
Melakukan Perbuatan Perilaku Yang Dapat Merugikan Dinas Polri. 
 
Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri 
termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulangkali, 
maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk 
mengemban profesi/fungsi kepolisian. 
Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut 
merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan 
tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; (c) 
pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan 
hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang 
terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu 
dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi 
wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah 
terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan 
pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik 
Profesi    Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau 
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pemberhentian tidak dengan hormat.Ditindak  secara hukum11. 
Dan terhadap pelanggaran tersebut berikut dijelaskan mengenai 
prosedur atau tata cara Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai  
salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman 
dan  pelayan  masyarakat.  
Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian  
adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa 
menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan 
profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan 
berupa : 
a. Bertutur kata kasar dan bernada marah ; 
 
b. Menyalahi atau menyimpang dari prosedur tugas ; 
 
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat ; 
 
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan; 
 
e. Menyebarkan berita yang meresahkan masyarakat ; 
 
f. Melakukan perbuatan yang merendahkan perempuan ; 
 
g. Merendahkan harkat dan martabat manusia. 
 
Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi 
kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
                                                             
11 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi
 Polri), LaksbangMediatama, 2007, h.168 
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Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi 
masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar 
aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat 
pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian, 
Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan 
pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 
2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan 
disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 
Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta 
meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri.Sebagai  
sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka 
meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun 
kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi.Peraturan disiplin 
juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan 
pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan 
tanggung jawab Polri.Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus 
mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di 
antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan 
sekitarnya. 
Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukan 
kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan 
disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara 
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kredibilitas dan komitmen yang teguh.kredibilitas dan komitmen anggota 
Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan 
selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai 
penegak hukum dan memelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan 
loyalitas, karena loyalitas cendrung mengarah pada sifat mutlak dan 
berunjung pada kecendrungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas 
tersebut (abuse of power). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda 
dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada 
kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada 
loyalitas. 
Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua 
perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan)  oleh 
setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap 
pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi 
para pihak yang berkompeten dalam penegakannya12 
Dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan 
bagi anggota polri terutama dalam rangka memelihara kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah: 
a) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat 
Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Repoblik Indonesia; 
b) Melakukan kegiatan politik praktis; 
                                                             
12 Ilhami Bisri,Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi 
Hukum Di Indonesia. PT RajaGrafindo, Jakarta.2008, h. 40 
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c) Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecaan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa ; 
d) Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau 
pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan 
Negara; 
e) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk 
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian 
Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi; 
f) Memiliki Saham/ model dalam perusahan yang kegiatan usahanya 
berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; 
g) Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat 
hiburan; 
h) Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya 
utang; 
i) Menjadi perantara/ makelar perkara; 
j) Menelantarkan keluarga 
Pada Pasal 5 peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu 
tantangan karna di kaitkan dengan pelaksanaan tugas Polri untuk 
memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perumusan 
mengenai arangan bagi anggota polri yang dikaitkan dengan dengan 
pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat, jelas jelas menggambarkan pada sebgala sesuatu tindakan 
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anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan 
martabat Negara atau polri, sehingga terhadap segala sesuatau yang 
menyimpang adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam 
perturan perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan bagi 
anggota Polri. Ketentuan tersebut dimaksud pula bahwa segala bentuk 
pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat oleh anggota polri dalam 
pelaksanaan tugas tidak dapat di pungkiri bahwa petugas tersebut secara 
indifidual dapat dan dengan sengaja melanggar perturan perundang- 
undangan karna atas kepentingan pribadi. 
Larangan tersebut dibuat karna jika dilanggar dapat menurunkan 
kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri 
dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karna dikawatirkan dapat 
menimbulkan disintegrasi dilingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri 
dalam aliran tertentu juga dilararang karana juga dinilai dapat mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah 
bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan  
untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan  
pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan 
usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, karna hal ini akan 
menimbulkan praktik KKN, termasuk dilarang untuk menjadi makelar 
perkara. 
Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2006 
disebutkan bahwa: “ Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polri 
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yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional negara 
Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang Undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.” Etika kenegaraan merupakan komitmen 
moral bagi setiap anggota dan instunsi polri untuk menjunjung tinggi dan 
melindunggi ideologi dan    konstitusi negara demi terpeliharanya NKRI. 
Nilai moral yang terkandung dalam etika kenegaraan adalah setiap anggota 
dan institusi polri harus sekuat tenaga mempertahankan NKRI dari berbagai 
upaya untuk menghancurkan Negara, terutama terhadap ancaman yang 
berasal dari dalam Negeri yang menjadi porsi kewenangan polri untuk 
menangani. 
 
Anggota Polri Melakukan Tindak Pidana 
 
Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka 
melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari 
masyarakat.Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala 
Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi 
Yanduan Bid. Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan  
kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit 
Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan 
terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dansaksi-saksilainnya. 
Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, 
mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran 
dan pendapat hukum pada Bid.Binkum melimpahkan perkara tersebut 
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kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam 
melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan 
tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan. 
Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh 
akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman 
terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian 
penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani 
bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak 
pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu 
sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. 
Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Dalam 
Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Disangka Melakukan 
Tindak Pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 
Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode 
Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak 
menghapus tuntutan pidana”. 
Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri 
yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui 
mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah 
selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan 
penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, 
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demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 
Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung 
pada kebijakan Ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya. 
Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang 
melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, 
maka peranan Ankum sangat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 
PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah 
“atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum 
disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya”. Pentingnya peranan Ankum 
ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum 
termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal 
Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus 
sepengetahuan  Ankum,  karena  Ankum  mempunyai  kewenangan  penuh 
dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing 
anggotanya. 
 
Melanggar Sumpah Janji Anggota Polri 
Dalam pasal 23 Undang-undang no 2 Tahun 2002 berbunyi : 
 
“demi allah, saya bersumpah / berjanji bahwa saya, untuk 
diangkat menjadi anggota kepolisian Negara republik Indonesia, 
akan setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, undang-
undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, tri barta, 
catur prasatya, dan Negara republik Indonesia serta pemerintah 
yang sah, bahwa saya, akan menaati segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan 
kedinasaan di kepolisian Negara republik indonesiayang 
dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, 
kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya akan senantiasa 
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menjunjung tinggi kehormataan Negara,  pemerintah, dan 
martabat anggota kepolisian Negara republik Indonesia, serta 
akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, 
bangsa dan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, 
seseorang atau golongan bahwa saya, akan memegang rahasia 
sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya 
rahasiahkan, bahwa   saya   akan   bekerja   dengan   jujur,   tertib,   
cermat dan bersemangat untuk kepentiingan bangsa dan Negara 
kesatuan republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian 
berupa hadiah dan janji-janji baik langsung maupun tidak 
langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”. 
 
Seperti polisi melakukan pekerjaan sampingan atau 
menggunakan kedinasaanya untuk kepentingan pribadi mendapatkan 
keuntungan sendiri.Tugas polisi dalam sumpahnya tidak boleh 
menguntungkan seseorang ataupun perusahaan, apalagi sampai 
menerima penghasilan diluar dari kedinasannya13. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
 Pelanggaran kode etik atau bentuk-bentuk pelanggaran yang biasa 
dilakukananggota polri yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah 
sementara seorang polrimeninggalkan pekerjaan tanpa alasan bagaimana 
dia mau melindungimasyarakatnya, merugikan dinas polri disini maksudnya 
berkata kasar padamasyarakat yang membutuhkan mereka, anggota polri 
melakukan tindak pidanamelakukan perbuatan terhina  kepada perempuan 
atau money laundry, melanggarsumpah janji polri yang harus senantiasa 
                                                             
13 Kepolisan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
Pasal 21 Tentang Sumpah Janji Polri, Jakarta 2002. 
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taat pada pancasila dan menaati perundang-undangan. 
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